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ABSTRACT

The development of technology and science has had a tremendous impact
on human life. Law enforcement is also affected by the development of
science and technology. One of them is the application of recording
technology, especially video. The application of the video recorder itself has
several types, for example: hidden cameras, CCTV, spy cam, video
recorders.The author in this case formulates two problems, namely whether
all CCTV recordings can be used as evidence in the disclosure of a crime
of theft and how the position of CCTV footage as evidence of criminal acts
of theft in the criminal justice system. The author immediately conducted
interviews with law enforcement officials including the police in Denpasar
Police and judges at the Denpasar District Court. Basically, all CCTV
footage can be used as evidence in the trial process, only records that are
private in nature which cannot be displayed in the trial process, other cases
with public records can be directly used as evidence in the trial process at
the request of law enforcement officials to use as evidence.
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, memberikan dampak
yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Penegakan hukum juga
mendapatkan pengaruh dengan adanya perkembangan dari pada ilmu
pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi
alat perekam khususnya video. Penerapan alat perekam video sendiri
memiliki beberapa jenis, misalnya: kamera tersembunyi, CCTV, spy cam,
video recorder. Penulis dalam hal ini merumuskan dua masalah yaitu
apakah seluruh hasil rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti
dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dan bagaimanakah
kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian
dalam sistem peradilan pidana. Penulis langsung melakukan wawancara
dengan aparat penegak hukum diantaranya pihak kepolisian di Polresta
Denpasar dan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya
semua rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses
persidangan hanya rekaman yang bersifat privat yang tidak dapat
ditampilkan dalam proses persidangan, lain halnya dengan rekaman yang
bersifat publik dapat secara langsung digunakan sebagai alat bukti dalam
proses persidangan dengan atas permintaan aparat penegak hukum untuk
dijadikan alat bukti.

Kata Kunci: Teknologi, CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian

. PENDAHULUAN
Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar

bagi negara-negara di dunia. Manfaat yang dibawa dengan keberadaan
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teknologi informasi, yaitu : 1) teknologi informasi mendorong
permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri; dan 2)
memudahkan transaksi bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis
lainnyal. Namun ternyata banyak jenis tindak pidana baru yang muncul
akibat kemajuan teknologi.

Kejahatan baru ini sangat berdampak pada dunia usaha.
Pemerintah kemudian menginisiasi lahirnya aturan tentang cybercrime.
Pada tanggal 25 Maret 2008 RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-
Undang, yang kemudian dikenal dengan Undang- Undang No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)2.
Penggunaan sistem elektornik sebagai sarana menyampaikan informasi
ternyata menimbulkan jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi
lainnya®. Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana
yang dilakukan melalui media elektronik, kemudian dilakukan
perubahan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(selanjutnya juga disebut sebagai UU ITE) bertujuan agar pemanfaatan
teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. UU ITE diharapkan dapat memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat, sehingga konten berunsur SARA, radikalisme,
dan pornografi dapat diminimalisir®.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat
adalah kasus yang melibatkan Baiq Nuril Magnun (selanjutnya disebut
BNM). BNM menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram
dalam kasus dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE 19/2016,
tentang pendistribusian informasi elektronik yang memiliki muatan
melanggar kesusilaan. PN Mataram mengeluarkan putusan dengan
nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr tertanggal 26 Juli 2017. BNM

1 Agus Raharjo,2002, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan

Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung h.17.

2 |Indriaswati Dyah Saptaningrum,2011, Asasi Manusia dalam Pusaran

Politik Transaksional,Elsam Jakarta, h.68.

3 Wahyudi Djafar, dan Zainal Abidin, 2014, Membelenggu Ekspresi: Studi Kasus
Mengenai Praktik Pemblokiran/Penyaringan Konten Internet Dan
Kriminalisasi Pengguna Internet di Indonesia, Elsam, Jakarta, h. 45.

4 L. Heru Sujamawardi, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, h.86.
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dinyatakan tak terbukti bersalah menyebarkan konten bermuatan
asusila, saat itu jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 574
K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 membatalkan putusan
Pengadilan Negeri (PN) Mataram, dan BNM dinyatakan bersalah.
Putusan kasasi MA tersebut, kemudian membuka perdebatan baru
terkait ITE. Banyak pihak yang berpendapat bahwa BNM seharusnya
adalah seorang saksi korban bukan yang seharusnya dipidana, karena
BNM adalah pihak yang mengalami tindakan pelecehan seksual.

Berdasarkan rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, seakan terlihat
tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu
dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika
dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap
perbuatan dan objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu
“...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”. Dalam penjelasan terkait
Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan sebagai “cukup jelas”, namun
ternyata dalam aturan umumnya tidak ada penjelasan apa yang
dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan misalnya,
meskipun dinyatakan "cukup jelas" dalam penjelasannya. Padahal tidak
terdapat penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan
maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan
dengan metode kekinian, yakni dengan pengunaan media elektronik
sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah
tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Namun terkait
dengan pemidanaan terhadap tindak pidana kesusilaan di dunia maya,
jelas terlihat bahwa pemerintah hanya memikirkan bagaimana
aturannya dirumuskan, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang apa
yang diatur. Dengan demikian terkait dengan rumusan Pasal 27 ayat (1)
UU ITE, yaitu “...yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
akan menimbulkan multitafsir (norma kabur).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat

usulan proposal penelitian hokum ini yang dituangkan dalam sebuah
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usulan penelitian yang berjudul: "Analisis Yuridis Mendistribusikan
Dokumen Eletronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi
Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)”

Berdasarkan uraian pada latar belakang,maka pokok-pokok

permasalahan yang akan dibahas selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis "mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau  membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” menurut
ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?

2. Bagaimanakah analisis yuridis "informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

kesusilaan" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?

[l. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian
Tindak Pidana Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta
benda di dalam kehidupan masyarakat sering terjadi. Kejahatan
terhadap harta benda merupakan kejahatan terbesar di antara jenis-
jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam
menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan
keamanan dalam masyarakat.
Kejahatan terhadap harta benda secara umum dapat
dikelompokkan menjadi empat jenis dalam KUHP, yaitu:
a. Tindak pidana pencurian biasa
Tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP merupakan
ketentuan tindak pidana pencurian secara umum. Unsur-unsur
pencurian yang masuk disebutkan dalam pasal tersebut yaitu objektif
ada perbuatan mengambil, yang diambil suatu barang, dimana
barang tersebut ingin dimiliki secara keseluruhan atau sebagian
kepunyaan orang lain, sedangkan unsur subjektif yaitu adanya
maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363

KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama
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dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP. Dalam
pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih
berat.

c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditentukan dalam Pasal

365 KUHP . Unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP telah diuraikan

dalam Pasal 363 (1) KUHP . Pasal ini terdapat unsur kekerasan,

dimana arti dari pada kekerasan itu sendiri adalah suatu perbuatan
menggunakan tenaga yang tidak ringan dengan menggunakan
fisik.

d. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga ditentukan dalam Pasal
367 KUHP . Pencurian dalam keluarga ini terdapat dua jenis
pencurian, yaitu Seorang pasangan suami istri yang tidak berpisah
meja dan tempat tidur dan Seorang pasangan suami istri yang
berpisah meja dan tempat tidur yang turut serta membantu maupun
melakukan tindak pidana pencurian terhadap pasangannya
maupun yang bukan pasangannya.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatakan bahwa informasi dan
dokumen elektronik, serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
Perluasan yang dimaksudkan adalah harus dihubungkan dengan jenis
alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan yang
dimaksudkan adalah:

1) Menambah alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP di Indonesia.
Informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik
menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

2) Menambahkan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP di
Indonesia. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik
merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sudah diatur dalam
perundang-undangan secara khusus, seperti dalam UU Terorisme, UU
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ITE menegaskan bahwa
informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah. Menurut Badrodin Hidayat, S.H. , Rekaman
CCTV tersebut akan dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan apabila
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telah dimintakan permohonan sita kepada Ketua Pengadilan Negeri.
Hanya dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penyidik harus
segera mengambil tindakan dan tidak memungkin untuk mendapatkan
surat izin pada saat itu, penyidik dapat melakukan sita hanya untuk
benda bergerak dan wajib untuk segera dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan. Anggota kepolisian
di wilayah Polresta Denpasar sudah menggunakan kamera CCTV untuk
membantu dalam hal mengungkap suatu tindak pidana dalam wilayah
hukum Polresta Denpasar.

Indikator yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam suatu
rekaman CCTV yang dapat menjadikan rekaman CCTV tersebut
menjadi alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian
adalah (1) Nama File, (2) Penyimapan Rekaman, (3) Ukuran Rekaman,
(4) Merk Perangkat, (5) Model Kamera, (6) Waktu Rekaman, (7)

Resolusi Rekaman/Gambar, (8) Orientasi Pengambilan Gambar.

2. Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, menyatakan bahwa
informasi, dokumen dan hasil cetak elektronik merupakan alat bukti
hukum yang sah, serta penggunaan system elektronik khususnya
rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam proses
peradilan vyaitu sebagai alat bukti petunjuk. Berdasarkan hasil
wawancara dengan | Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. , cctv dapat
menjadi alat bukti apabila sudah dimohonkan untuk di sita dan
mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hakim memutus
berdasarkan penyesuaian fakta dan barang bukti yang dikumpulkan
dalam proses penyidikan. Beliau menyebutkan bahwa barang bukti
dapat dijadikan alat bukti apabila mendapatkan persetujuan atau
penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Rekaman CCTV merupakan hanya sebagai alat bukti petunjuk dan
tidak dapat disumpah, kedudukan rekaman CCTV sementara hanya
sebagai alat bukti petunjuk. Dalam kasus yang masuk dalam proses
Pengadilan Negeri Denpasar rekaman CCTV yang menjadi alat bukti

belum pernah untuk ditampilkan atau divisualkan secara langsung dalam
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proses persidangan, rekaman CCTV hanya di capture dan dimasukkan
kedalam BAP.

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi No0.20/PUU-XIV/2016
dimana putusan tersebut memuat kalimat “sesuai keputusan Mahkamah
Konstitusi, informasi elektronik (termasuk rekaman CCTV) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam
kalimat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” digunakan
sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana atas
permintaan aparat penegak hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan
undang-undang. Artinya rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat
bukti yang sah apabila digunakan dalam rangka mengungkap suatu
kasus atas permintaan aparat penegak hukum yang sudah ditetapkan
berdasarkan undang-undang.

Permasalahnnya adalah apakah yang dimaksudkan dengan
kalimat “atas permintaan” di atas adalah permintaan
pemasangan/perekaman menggunakan CCTV ataukah permintaan hasil
rekaman kamera CCTV” . Putusan inilah yang digunakan sebagai dasar
untuk membatasi penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam
hukum acara pidana. Majelis hakim konstitusi menentukan bahwa
informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti
yang sah apabila diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai undang-
undang.

Sifat dari rekaman CCTV sendiri ada dua, yaitu bersifat publik dan
privat, hubungan keduanya sangat erat dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi, dimana saat ini rekaman CCTV yang bersifat privat tidak
dapat dinaikan kedudukannya menjadi alat bukti yang sah dalam
persidangan apabila dalam proses perekamannya tidak sesuai dengan
permintaan aparat penegak hukum, sedangkan untuk rekaman CCTV
yang bersifat publik tidak memerlukan proses perekamannya harus

sesuai dengan permintaan aparat penegak hukum.

[ll. KESIMPULAN
Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh
dalam penelitian, maka sebagai penutup dan pembahasan atas

permasalahan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan:
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1. Pihak kepolisian dalam hal penyidikan hanya rekaman pada
saat waktu terjadinya suatu tindak pidana tersebut, dan
rekaman dalam hal Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Tindak
Pidana Anak tidak akan ditampilkan secara umum dalam proses
penyidikan dan proses pengadilan. Polisi akan selektif dalam
memilah rekaman CCTV apakah rekaman tersebut sudah dapat
menunjukan fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana.

2. Kedudukan rekaman CCTV dalam sistem peradilan pidana
adalah sebagai alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk
tersebut tidak dapat berdiri sendiri, dan harus dikaitkan dengan
alat bukti lainnya, yang akan diserahkan kepada hakim.

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan demi kelancaran
penegakan hukum adalah saran yang dapat penulis sampaikan adalah
perlu adanya sosialisasi dari pemerintah khususnya aparat penegak
hukum terkait pentingnya pemasangan CCTV di Kawasan yang

sekiranya rawan akan timbulnya suatu tindak pidana pencurian.
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